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1   ASPEK PERENCANAAN

Sinkronisasi program pembangunan daerah dengan RIPPP, RAPPP 2025–2029, dan kebijakan nasional Otonomi Khusus Papua.

P.1
Musrenbang Otsus Kabupaten Pegunungan Arfak TA 2027
📅 1 April 2026   📍 Aula Yosmar, Kantor Bupati Pegaf

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus(Musrenbang Otsus)
Kabupaten Pegunungan Arfakdalam rangka Penyusunan Perencaan Program dan kegiatan yang
bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2027. Irene Manibuy selaku Anggota
BP3OKP Perwakilan Papua Barat menyampaikan arahan bahwa dana Otsus bukan sekadar anggaran
yang diberikan negara, melainkan instrumen keberpihakan negara kepada Papua. Oleh karena itu,
ukuran keberhasilan bukan seberapa besar anggaran yang diserap, melainkan seberapa besar
manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Pegunungan Arfak. Empat arah kebijakan ditekankan:
prioritaskan Orang Asli Papua, gunakan pendekatan berbasis data (bukan kira-kira), sinkronisasi
dengan RAPPP dan perencanaan daerah, serta jamin transparansi dan akuntabilitas.
Program Prioritas Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Sehat: Peningkatan Rumah Sakit Tipe D
menjadi Tipe C Papua Cerdas: Pengembangan sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan
akselerasi mutu pendidikan di wilayah Arfak Papua Produktif: Pengembangan ekonomi lokal
berbasis kakao dan pengembangan kota kecil Di anggi Infrastruktur: Peningkatan infrastruktur
konektivitas, akses sistem pengolahan air limbah, dan mitigasi bencana

✔ Capaian: Kabupaten Pegunungan Arfak jadi yang pertama Musrenbang Otsus TA 2027 di Papua 
Barat; program OPD tersinkronisasi dengan arah RIPPP dan RAPPP.

P.2
Rapat Tindak Lanjut Tata Kelola Dana Otsus Papua Barat
📅 8 April 2026   📍 Ruang Rapat BPP, GKN Lt.III, Manokwari

Pertemuan ini merupakan Tindak lanjut pada pertemuan 25–26 Maret 2026 di Jakarta.
Membahas tata kelola, kewenangan kelembagaan, perencanaan, dan pengawasan Dana Otsus
Papua Barat. Identifikasi ketidakjelasan nomenklatur program Otsus dalam sistem perencanaan
daerah.
Merujuk pada hasil pertemuan 25–26 Maret 2026, BP3OKP Perwakilan Papua Barat 
mengingatkan seluruh pihak bahwa momentum perbaikan tata kelola Otsus tidak boleh berhenti
di forum diskusi. Setiap kesepakatan yang telah dihasilkan harus segera diterjemahkan menjadi
langkah aksi nyata dengan target waktu yang jelas, penanggung jawab yang ditunjuk, dan 
indikator keberhasilan yang terukur.BP3OKP juga menggarisbawahi pentingnya pelibatan
masyarakat dan tokoh adat dalam proses evaluasi program Otsus sebagai bentuk akuntabilitas
publik yang sesungguhnya. Kepercayaan masyarakat Papua Barat terhadap pengelolaan Otsus
hanya dapat dipulihkan melalui transparansi, konsistensi, dan hasil pembangunan yang benar-
benar dirasakan di lapangan.

✔ Capaian: Teridentifikasi masalah nomenklatur program Otsus; disepakati langkah perbaikan tata 
kelola alokasi Dana Otsus Papua Barat.
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1   ASPEK PERENCANAAN

Sinkronisasi program pembangunan daerah dengan RIPPP, RAPPP 2025–2029, dan kebijakan nasional Otonomi Khusus Papua.

P.3
Rapat Kerja Pemprov Papua Barat bersama Bupati se-Papua Barat
📅 16 April 2026   📍 Hotel Aston Niu, Manokwari

Rapat Kerja Pemprov Papua Barat bersama seluruh Bupati. BP3OKP memberikan arahan agar 
semua kabupaten menyelesaikan Musrenbang Otsus sebelum Musrenbang Provinsi, melibatkan 
DPR/MRP/BP3OKP, dan menjaga keselarasan dengan RIPPP & RAPPP.

✔ Capaian: Seluruh kabupaten mendapat arahan resmi wajib Musrenbang Otsus lebih dahulu; 
data masuk SIPPP; RIPPP & RAPPP jadi acuan wajib. 
Hasil kesepakatan Penandatangan berita acara  rapat kerja bupati seprovinsi papua barat 2026Pada 
hari ini kamis 16 april 2026 

P.4 Rapat Sinkronisasi BP3OKP – Gubernur Provinsi Papua Barat

📅 20 April 2026   📍 Ruang Rapat Gubernur Provinsi Papua Barat

Rapat koordinasi strategis membahas tiga program prioritas Provinsi Papua Barat: Papua Cerdas 
(pendidikan & ketenagakerjaan), Papua Sehat (layanan kesehatan), dan Papua Produktif 
(pengembangan ekonomi). Sinkronisasi kebijakan pusat–daerah dalam kerangka RAPPP 2025–
2029.

✔ Capaian: Capaian tahun pertama Papua Cerdas meningkat; kemitraan Polda Papua Barat untuk 
pelatihan satpam lulusan; Disnaker survei 100 perusahaan.
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1   ASPEK PERENCANAAN

Sinkronisasi program pembangunan daerah dengan RIPPP, RAPPP 2025–2029, dan kebijakan nasional Otonomi Khusus Papua.

P.5
Musrenbang Otsus & RKPD Kabupaten Teluk Bintuni TA 2027

📅 23–24 April 2026   📍 Gedung Sasana Karya, Teluk Bintuni

Musrenbang RKPD 2027 dan Otsus Kab. Teluk Bintuni. Satu-satunya kabupaten dari 7 yang
menghadirkan Direktur Bappenas: memaparkan PSN Bintuni (Tangguh, kawasan industri,
pelabuhan dalam) dan RAPPP 2025–2029. Anggota BP3OKP perwakilan Provinsi Papua Barat
menekankan bahwa keberhasilan tidak seharusnya hanya diukur dari penyerapan anggaran,
melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Ia juga
menyoroti kondisi fiskal saat ini yang menuntut penggunaan setiap rupiah secara lebih selektif
dan optimal, serta mencatat bahwa daerah-daerah termasuk Papua Barat masih sangat
bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.Ibu Irene Manibuy menyoroti kapal rumah sakit
terapung di Teluk Bintuni sebagai pencapaian luar biasa dalam rencana percepatan
pembangunan Papua. Dia mencatat bahwa dari semua kabupaten, hanya Bintuni yang memiliki
kapal berwarna putih ini. Kapal tersebut menyediakan layanan kesehatan lengkap, termasuk
operasi dan bantuan persalinan, dengan dokter, obat-obatan, dan fasilitas medis yang memadai.

✔ Capaian: Mendapat penghargaan Kemenkeu; PSN 
Tangguh & kawasan industri tersinkronisasi dalam RKPD 
2027.

P.6 Musrenbang Otsus Kabupaten Teluk Wondama TA 2027

📅 24–25 April 2026   📍 Kabupaten Teluk Wondama

Musrenbang Otsus TA 2027 Kab. Teluk Wondama. Membahas program prioritas berbasis Dana 
Otsus, perlindungan Lansia, dan semangat perdamaian-persatuan 23 tahun kabupaten. 
Berpedoman pada PP No. 106 dan PP No. 107.

P.7
Desk Musrenbang Otsus & RKPD Kabupaten Teluk Bintuni
📅 24 April 2026   📍 Gedung Sasana Karya, Teluk Bintuni

Sesi desk lanjutan Musrenbang: verifikasi program dan kegiatan bersumber Dana Otsus TA 2027 bersama tim teknis BP3OKP dan OPD terkait. Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian utama adalah
tata kelola keuangan daerah. Irene menyoroti bahwa hingga saat ini, daerah di Papua masih sangat bergantung pada Dana Transfer Pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih terlalu
kecil. Padahal, wilayah Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, BP3OKP bersama MRP dan DPRD mengusulkan adanya kebijakan khusus
turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Salah satu usulan strategis adalah agar Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otsus dikembalikan sepenuhnya menjadi PAD.Meskipun mengakui adanya asas
perimbangan keuangan nasional, Irene berharap regulasi khusus dapat segera direvisi agar kue pembangunan dapat dinikmati secara maksimal oleh keenam provinsi di Papua sesuai dengan sumber daya
yang dihasilkan dari bumi Papua sendiri.Aspirasi Masyarakat Sederhana namun Penting

Makna Strategis — BPP Papua Barat mengawal penuh siklus Musrenbang Otsus dari hulu ke hilir di seluruh kabupaten, memastikan program selaras dengan RAPPP 2025–2029 menuju Papua Emas 2041.



2   ASPEK PENGANGGARAN

Memfasilitasi efektivitas pengelolaan Dana Otsus dan Transfer ke Daerah (TKD) agar transparan, efisien, dan tepat sasaran.

A.1 Rapat Program Penugasan Khusus Tenaga Medis & Kesehatan OAP

📅 April 2026   📍 Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Pertemuan dengan Kabid Yankes membahas "Program Penugasan Khusus Tenaga Medis dan 
Tenaga Kesehatan OAP" sebanyak 392 orang (termasuk 6 dokter spesialis) dari Kemenkes RI. 
Pembahasan mekanisme penugasan ke Puskesmas dan RS Papua Barat.

✔ Capaian:.
disepakati beberapa hal :1.Menindak lanjuti surat dari Mentri kesehatan akan ada pertemuan
internal antara BP3OKP. dan Dinas Kesehatan PROV.pb sebelum melapor kepada gubernur
PB.2.setelah pertemuan dengan gubernur akan diadakan FGD bersama dinas kesehatan provinsi
,BPJS  dan kepala2 dinas kesehatan se PROV.pb. 3.Menugaskan kepala2 dinas kesehatan kabupaten
utk mendata anakOAP yg berprofesi sebagai Perawat,bidan dan dokter spesialis

Makna Strategis — BPP Papua Barat memperkuat perannya sebagai penghubung fiskal daerah, memastikan Dana Otsus terserap tepat sasaran dan tenaga kesehatan OAP terdistribusi 
merata.
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3   ASPEK PELAKSANAAN

Keterlibatan langsung BPP mendampingi program prioritas nasional dan kebijakan Otsus di lapangan.

L.1
Audiensi Program Pendidikan PKBM Yayasan Kasih Rumbai Koteka
📅 10 April 2026   📍 Aula Kasuari, GKN Lt.III, Manokwari

Audiensi Yayasan Kasih Rumbai Koteka bersama lintas instansi. Yayasan mengelola PKBM melayani peserta dari berbagai latar 
belakang termasuk putus sekolah. Membahas dukungan program, akreditasi, dan integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis.
Rapat menyepakati langkah-langkah konkret ke depan: penguatan administrasi yayasan, pengembangan kurikulum vokasi,
sertifikasi satpam dan otomotif berstandar nasional, MOU dengan SMK lokal, menginventarisir seluruh PKBM yang ada di Papua
Barat, hingga rencana ekspansi PKBM ke kabupaten-kabupaten dengan angka putus sekolah tertinggi. Ibu Irene Manibuy
menyampaikan program penyaluran lulusan Pendidikan ABC dengan focus pada peningkatan mutu, pengawasan kurikulum, dan
kolaborasi multi- stakeholder untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan siap kerja

L.3
Kunjungan Kerja Monitoring Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

📅 13 April 2026   📍 Dapur MBG, Jl. Kanguru Amban, Manokwari
Respons atas laporan tertulis masyarakat mengenai penurunan kualitas lingkungan akibat operasional Dapur MBG Yayasan Ash
Shidiq Prafi Mulya. Dampak: pencemaran air sumur, polusi udara, gangguan kenyamanan warga, serrta gangguan Kesehatan.
BP3OKP verifikasi lapangan dan koordinasi penyelesaian masalah agar MBG berjalan tanpa mengorbankan kesehatan lingkungan.
POKJA Papua Sehat segera melakukan relokasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) ke titik yang aman dan memenuhi standar jarak
dari sumber air warga, serta memastikan seluruh aspek operasional dapur mematuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan,
termasuk persyaratan jarak minimal 20 meter dari permukiman dan bebas dari potensi polusi serta limbah berbahaya.

✔ Capaian: Terverifikasinya aduan masyarakat; disusun rekomendasi penyelesaian masalah lingkungan dapur MBG.
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3   ASPEK PELAKSANAAN

Keterlibatan langsung BPP mendampingi program prioritas nasional dan kebijakan Otsus di lapangan.

BP3OKP Papua Barat  •  April 2026  •  Aspek Pelaksanaan  [1/2]

L.2 Tinjauan Lapangan PKBM Rumbai Koteka

📅 11 April 2026   📍 Yayasan Rumbai Koteka, Sanggeng, Manokwari

Kunjungan lapangan ke PKBM Rumbai Koteka untuk memantau langsung program 
pendidikan. Peserta banyak dari kalangan putus sekolah (kehamilan usia sekolah, 
masalah keluarga). BP3OKP mendorong integrasi PKBM dengan program nasional.

✔ Capaian: Terverifikasinya kondisi lapangan PKBM; rekomendasi penguatan program 
disusun sebagai dasar advokasi ke pemerintah pusat.



3   ASPEK PELAKSANAAN

Keterlibatan langsung BPP mendampingi program prioritas nasional dan kebijakan Otsus di lapangan.

L.4 Forum Ekonomi Papua Barat Produktif & Perdamaian

📅 15 April 2026   📍 Aula Kasuari, GKN Lt.III, Manokwari

Audiensi Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian (dibentuk Desember 2025, 
tindak lanjut kunjungan Wakil Presiden RI). Membahas terobosan terukur dan kolaboratif dalam 
implementasi Otsus untuk penguatan ekonomi masyarakat, selaras visi Papua Emas 2041.
FGD tersebut digelar sebagai bagian dari upaya BP3OKP dalam mendorong program Papua 
Produktif, yang merupakan salah satu misi pembangunan Papua di bawah visi Papua sejahtera, 
mandiri dan berkeadilan.Selain menjadi ruang diskusi, forum ini juga bertujuan merumuskan
langkah-langkah terobosan yang terukur, terintegrasi dan kolaboratif guna memastikan
implementasi otonomi khusus benar-benar berdampak langsung pada penguatan ekonomi
masyarakat.

✔ Capaian: Terbentuknya forum kemitraan ekonomi lintas OPD; tersusunnya langkah terobosan 
ekonomi lokal berbasis potensi Papua Barat.

L.5 Kunjungan Pengungsian Masyarakat Muskona Utara – Teluk Bintuni

📅 25 April 2026   📍 Tempat Pengungsian Muskona Utara, Teluk Bintuni

Audiensi dan kunjungan langsung ke komunitas pengungsi dari Distrik Muskona Utara dan
Muskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni. Respons langsung terhadap krisis kemanusiaan
akibat penembakan pada 11 Oktober 2025 antara pasukan TNI dan KKB yang menyebabkan
evakuasi massal penduduk dua distrik di wilayah tersebut. BP3OKP memastikan kebutuhan
dasar pengungsi dan mendorong koordinasi antar-instansi.
Empat isu utama yang dibahas: (1) tuntutan penarikan seluruh pasukan keamanan sebagai
syarat kepulangan; (2) distribusi dana Otsus yang tidak menyentuh komunitas sejak 2020; (3)
pendidikan darurat anak pengungsi dengan berbagai kendala administratif dan transportasi; (4)
layanan kesehatan yang kritis — tidak ada dokter sejak 2017, malnutrisi ibu hamil dan anak.
Irene Manibuy berkomitmen melaporkan semua kekhawatiran ini langsung ke Wakil Presiden
dan memfasilitasi pertemuan tingkat tinggi Bupati–Gubernur–Wapres.Pertemuan ditutup
dengan komitmen konkret: pengumpulan data kerusakan infrastruktur, koordinasi transportasi
sekolah, penambahan tenaga bidan, penyelesaian masalah PIP dan KTP ganda, serta advokasi
perubahan regulasi untuk distribusi dana Otsus langsung ke tingkat desa.

✔ Capaian: Teridentifikasinya kebutuhan 
mendesak pengungsi; disusun rekomendasi 
koordinasi lintas kementerian untuk penanganan 
dan pemulihan masyarakat.
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4   ASPEK PENATAUSAHAAN (TATA KELOLA)

Penguatan sinkronisasi internal, akuntabilitas, dan koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan Otsus Papua.

T.1
Rapat Persiapan Internal – Sinkronisasi Sebelum Audiensi Gubernur Papua Barat

📅 9 April 2026   📍 Ruang Rapat BPP, GKN Lt.III, Manokwari

Rapat persiapan internal BP3OKP bersama pemangku kepentingan sebelum beraudiensi dengan Gubernur Papua Barat. Tiga agenda: (1) kondisi terkini Papua Barat, (2) Kartu Papua Barat Produktif & 
skema pembiayaan, (3) Forum Ekonomi Papua Barat Produktif & Perdamaian. BP3OKP memastikan dukungan penuh terhadap kedua program forum.

✔ Capaian: Tersinkronisasinya posisi seluruh pemangku kepentingan; agenda Kartu Papua Barat Produktif dan Forum Ekonomi siap dipresentasikan ke Gubernur.

Catatan Tata Kelola & Koordinasi April 2026

Seluruh kegiatan Musrenbang Otsus wajib diinput ke SIPPP sebelum penetapan APBD. BP3OKP Papua Barat berperan sebagai koordinator yang memastikan kesesuaian 
nomenklatur program Otsus dengan RIPPP dan RAPPP 2025–2029 (Perpres 107/2025). Musrenbang Otsus di Pegaf, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama merupakan bagian dari 
siklus perencanaan terpadu yang dikawal penuh oleh BP3OKP.
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Pokja   PAPUA SEHAT

Identifikasi tantangan dan peluang intervensi strategis di bidang kesehatan Papua Barat.

1  Kendala Pembangunan

• Angka stunting masih tinggi 15–30%, jauh di bawah target nasional 14%

• Penyakit menular (malaria, TB, HIV, sifilis) masih tinggi di hampir semua 
kabupaten

• Cakupan imunisasi dasar lengkap masih rendah dan tidak merata

• Pemenuhan SDM kesehatan baru 40–60%; banyak puskesmas tanpa tenaga 
kesehatan (contoh: Puskesmas Tahota)

• Beberapa puskesmas tidak memiliki akses air bersih

• Akses layanan kesehatan dan distribusi logistik terhambat geografis dan biaya 
transportasi tinggi

• Beberapa RS kabupaten masih bertipe D (contoh: Teluk Bintuni bagian tertentu)

• Kebutuhan layanan rujukan tinggi; pasien harus dirujuk ke luar Papua

2  Permasalahan Daerah / Sumbatan

• Anggaran kesehatan provinsi berkurang: dari Rp3,5T (2025) → Rp2,5T (2026); 
Dana Otsus Papua turun dari >Rp12T → >Rp10T

• Realisasi program tidak sebanding penyerapan anggaran — anggaran jadi 
dokumen, bukan capaian nyata

• Transfer Dana Otsus bidang kesehatan sering tersendat; koordinasi lintas OPD 
belum maksimal

• Cakupan Universal Health Coverage (UHC); MoU BPJS belum disepakati, data 
kepesertaan tidak sinkron

• Keberpihakan OAP dalam akses layanan dasar di 3T masih lemah

• Sinkronisasi data dan pelaporan masih lemah

• Insentif tenaga kesehatan di daerah 3T rendah; aspek keamanan tenaga 
kesehatan mempengaruhi kinerja

• Akses transportasi dan logistik sulit → keterlambatan distribusi obat dan layanan 
kesehatan
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Pokja   PAPUA SEHAT

Capaian program dan peran aktif BPP dalam memperkuat layanan kesehatan Papua Barat.

3  Capaian / Kegiatan yang Sudah Dilakukan

• Rapat Program Penugasan Khusus 392 tenaga medis & kesehatan OAP (termasuk 
6 dokter spesialis) dari Kemenkes RI — April 2026

• Koordinasi dengan Kabid Yankes Dinas Kesehatan Provinsi: skema penugasan ke 
Puskesmas dan RS Papua Barat disepakati

• Pendampingan OPD dalam Musrenbang Otsus: program kesehatan (KIA, Gizi, 
Imunisasi, Malaria, HIV) masuk prioritas Musrenbang Pegaf, Bintuni & Wondama

• Kunjungan monitoring Dapur MBG: respons langsung terhadap laporan 
pencemaran lingkungan kesehatan (Manokwari, 13 Apr)

• Evaluasi realisasi Dana Otsus bidang kesehatan dalam Musrenbang dan Raker 
Pemprov–Bupati

• Advokasi alokasi anggaran kesehatan minimum 20% dalam RKPD 2027 (forum 
konsultasi publik RKPD Papua Barat, Maret 2026)

• Mengidentifikasi puskesmas tanpa tenaga kesehatan dan tanpa air bersih 
sebagai prioritas intervensi

4  Peran BPP dalam Membuka Sumbatan

• Koordinasi langsung dengan Kemenkes (Kabid Yankes) untuk mempercepat 
penugasan 392 tenaga medis OAP ke Papua Barat

• Mendampingi OPD kesehatan dalam Musrenbang Otsus agar program kesehatan 
masuk dokumen perencanaan yang valid

• Monitoring lapangan program MBG: memastikan dapur MBG tidak 
mengorbankan kesehatan lingkungan masyarakat sekitar

• Advokasi kepada pemerintah pusat untuk alokasi anggaran kesehatan minimum 
20% dalam RKPD daerah

• Mendorong implementasi layanan kesehatan bergerak (mobile health) untuk 
masyarakat adat terpencil di 3T

• Mengawal sinkronisasi data UHC bersama BPJS dan Dukcapil untuk percepatan 
kepesertaan OAP

• Memfasilitasi koordinasi lintas OPD agar realisasi Dana Otsus kesehatan tidak 
terhenti di level dokumen

BP3OKP Papua Barat  •  April 2026  •  Pokja Papua Sehat  •  Capaian & Peran BPP



Pokja   REKOMENDASI — PAPUA SEHAT

Rekomendasi prioritas pembangunan berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi lapangan April 2026.

1
Percepat penugasan 392 tenaga medis & kesehatan OAP ke Puskesmas dan RS di 
seluruh kabupaten Papua Barat 2

Perkuat layanan kesehatan bergerak (mobile health) untuk masyarakat adat di 
daerah 3T dan pedalaman

3
Percepat realisasi Dana Otsus bidang kesehatan — anggaran harus terwujud 
capaian nyata di lapangan, bukan sekadar dokumen 4

Dorong percepatan implementasi UHC melalui sinkronisasi data BPJS–Dukcapil 
untuk seluruh OAP Papua Barat

5
Standarisasi pemenuhan fasilitas dasar puskesmas: tenaga kesehatan, air bersih, 
dan logistik obat di seluruh kabupaten 6

Evaluasi dan tingkatkan insentif tenaga kesehatan di daerah 3T agar retensi dan 
kinerja meningkat

7 Dukung peningkatan status RS kabupaten dari Tipe D ke Tipe C 8
Pastikan alokasi anggaran kesehatan minimum 20% dalam RKPD 2027 seluruh 
kabupaten/kota Papua Barat
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Kesimpulan & Rekap Kegiatan

Sepanjang April 2026, BP3OKP Perwakilan Papua Barat melaksanakan 16 kegiatan strategis di seluruh aspek pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Aspek Perencanaan

• Musrenbang Otsus Peg. Arfak (1 
Apr)

• Rakor Dana Otsus Papua Barat (8 
Apr)

• Raker Pemprov + Bupati (16 Apr)
• Sinkronisasi Gubernur (20 Apr)
• Musrenbang Otsus Teluk Bintuni 

(23–24 Apr)
• Desk Musrenbang Bintuni (24 Apr)
• Musrenbang Otsus Teluk Wondama 

(24–25 Apr)

Aspek Penganggaran

• Penugasan Tenaga Medis OAP (Apr)

Aspek Pelaksanaan

• Audiensi PKBM Rumbai Koteka (10 
Apr)

• Tinjauan Lapangan PKBM (11 Apr)
• Monitoring Dapur MBG (13 Apr)
• Forum Ekonomi Papua Barat (15 

Apr)
• Kunjungan Pengungsian Muskona 

(25 Apr)

Aspek Penatausahaan

• Rapat Persiapan Internal Audiensi 
Gubernur (9 Apr)

BP3OKP Papua Barat  — April 2026  



Kelompok Kerja (Pokja)

Papua Sehat

Kelompok Kerja Papua Sehat — BP3OKP Papua Barat

Sasaran Misi: "Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk Papua Barat"

BP3OKP Papua Barat  •  April 2026  •  badanpengarahpapua.go.idDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code
pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF



Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Perwakilan Papua Barat

Laporan Bulanan
Pokja Polhukam

APRIL 2026



1.Pertemuan dan koordinasi antara
anggota pokja papua cerdas, sehat,
produktif dan polhukan yang
dikordinir pokja papua cerdas
untuk melakukan pertemuan
lanjutan dengan pemilik rumah kos
yang terletak di belakang masjid
amban. 

2.Anggota pokja BP3OKP melakukan
sosialisasi kepada pengelola dapur
MBG tentang persyaratan berdiri
atau dibentuknya dapur MBG

3.Saran usul dari anggota pokja
BP3OKP kepada pengelola agar
patuh terhadap prinsip dan
ketentuan yang ditetapkan sebagai
pedoman pengelolaan MBG agar
tidak berdampak hukum dan
pencemaran lingkungan.

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Perwakilan Papua Barat

Permasalahan

1.Terjadi pencemaran air sungai,
polusi udara, yang mengganggu
mahasiswa/i yang menggunakan
rumah pos yang berdekatan
dengan pengelola dapur MBG
yang tidak berwawasan
lingkungan.

2.Belum adanya studi kelayakan
tentang persayaratan berdirinya
suatu dapur pengelola MBG bagi
siswa-siswi di Manokwari yang
diawali juga dengan kajian amdal. 

3.Dengan adanya pencemaran air
sumur dan polusi udara maka
banyak mahasiswa yang keluar
dari tempat kos berimplikasi
pada pertengkaran tetangga
antara pengelola dapur MBG dan
pemilik rumah kos.

Kegiatan

1.Agar tidak terjadi pertikaian yang
panjang maka disarankan penolah
dapur MBG dapat mencari tempat
yang baru sesuai ketentuan
peraturan pengelolaan MBG agar
tidak memnganggu lingkungan
sosial dan pencemaran lingkungan 

2.Diperlukan kajian amdal terkait
kelayakan dapur MBG di
lingkungan sosial    diharapkan
lebih berwawasan lingkungan demi
menghindari polusi udara,
tertampungnya limbah cair dan
padat yang mengotori dan
menganggu Kesehatan lingkungan
masyarakat setempat 

3.Diperlukan adanya kewajiban
bahwa setiap pengelola dapur
MBG memiliki sertifikasi amdal 

Rekomendasi

13 APRIL 2026



Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Perwakilan Papua Barat

Permasalahan
1.Belum adanya penjelasan dari OPD

teknis yang menangani perekonomian
daerah terkait dengan kebutuhan
anggota dan kelompok pengusaha OAP,
yang mengakibatkan kurangnya
perhatian pembinaan terhadap
pengusaha OAP.

2.Atas inisiatif pengusaha OAP telah
membentuk suatu organisasi yang diberi
nama forum ekonomi papua barat
produktif dan perdamaian yang
mengharapkan adanya bantuan
pembinaan dari pemerintah daerah baik
provinsi maupun kabupaten namun
dalam perencanaan guna
pelaksanaannya belum menjadi
perhatian serius opd teknis yang
melaksanakan tugas perekonomian di
daerah.

1.Telah dilakukan rapat koordinasi antara
BP3OKP provinsi papua barat dengan
pengusaha OAP dalam FGD forum
ekonomi papua barat produkif dan
perdamaian yang diselenggarakan di
ruang rapat kasuari GKN Lt 3. 

2.Narasumber di FGD ini adalah Ibu
irene Manibuy S.H M.Kn dari BP3OKP
Perwakilan provinsi papua barat,
Lefinus Wanggai S.E, dari forum
ekonomi papua barat produkif dan
perdamaian.

3.Dalam diskusi sangat mendapat
respon positif dari peserta diskusi
yaitu pihak perbankan, pejabat
pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten yang diundang untuk
memberikan pencerahan dan
Informasi ekonomi 

Kegiatan

1.Diharapkan adanya perhatian pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten terhadap pengusaha OAP yang telah berusaha
dibidang ekonomi namun terbatas keuangan untuk
pengembangan usahanya 

2.Disarankan kepada pihak perbankan diharapkan agar
membantu permodalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada pengusaha OAP agar mereka
dapat berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan
ekonomi kreatif

Rekomendasi

15 APRIL 2026



Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Perwakilan Papua Barat

Pokja Polhukam
APRIL 2026
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